BAB III
UNHCR DAN UPAYANYA DALAM MENANGGULANGI KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KONFLIK REPUBLIK
DEMOKRATIK KONGO

Pada bab tiga ini penulis akan membahas mengenai UNHCR dan bagaimana
upayanya dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik
Demokratik Kongo. Bab ini kemudian akan dibagi menjadi dua sub bab utama yaitu:
gambaran umum UNHCR dan UNHCR dalam menanggulangi kasus kekerasan
seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo. Masing-masing bab tersebut

akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Gambaran Umum UNHCR

1) Sejarah UNHCR _
Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR), awalnya terbentuk guna

membantu masyarakat Eropa yang terpencar karena konflik pada awal Perang Dunia
ke-2. Kemudian dengan optimisme yang tinggi, kantor United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) didirikan pada tanggal 14 Desember 1950
oleh Sidang Umum PBB dengan mandat awal tiga tahun dalam menyelesaikan
tugasnya lalu akan dibubarkan. Namun di tahun berikutnya, tepatnya pada 28 Juli,
Konvensi PBB tentang Status Pengungsi, “sebuah dasar hukum dalam membantu
pengungsi dan statuta dasar” yang mengarahkan kerja UNHCR, akhirnya dicetuskan.
Hingga pada tahun 1954, UNHCR memenangkan sebuah penghargaan Nobel Peace

atas kerja besarnya dalam membantu pengungsi di Eropa. Mandatnya pun kemudian
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diperluas sampai akhir dekade.

Di tahun 1956, UNHCR mengalami keadaan darurat terbesarnya, dimana
jumlah pengungsi mengalami peledakan dikarenakan Soviet yang menghancurkan
Revolusi Hongaria. Hingga segala teori yang selama ini menyebutkan bahwa
UNHCR sebenamya tidak dibutuhkan, tidak lagi mengemuka. Pada tahun 1960-an,
dekolonisasi Afrika yang menyebabkan krisis pengungsi dalam jumlah terbesar dalam
benua tersebut juga sangat membutuhkan intervensi UNHCR dan selama dua dekade
berikutnya UNHCR juga membantu mengatasi pergerakan manusia di nééara—ncgara
Asia dan Latin Amerika. UNHCR pun kemudian kembali menerima penghargaan
pada tahun 1981 atas kontribusinya, yang berupa bantuan global bagi para pengungsi
di seluruh dunia.

Sedangkan pada awal abad 21, UNHCR tercatat telah membantu berbagai
krisis pengungsi terbesar yang terjadi di negara-negara benua Afrika, seperti di
Republik Demokrat Kongo dan Somalia, serta di Asia, terutama dalam permasalahan
pengungsi di Afghanistan yang berlangsung selama 30 tahun. Di saat yang sama,
UNHCR juga telah diminta untuk menggunakan keahliannya guna mengatasi
permasalahan pengungsi intemal yang disebabkan oleh konflik-konflik yang terjadi.

Disamping itu, peran UNHCR juga semakin meluas hingga menangani
bantuan bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan, sebuah kelompok orang yang
berjumlah jutaan namun tidak kasat mata, dan mereka yang menghadapi bahaya
kehilangan hak-hak dasarnya karena tidak memiliki kewarganegaraan.

Dari jumlah Negara anggota sebanyak 34 staff pada saat awal berdirinya, saat
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ini UNHCR telah memiliki 7,190 staff nasional dan internasional, termasuk 702
orang yang bekerja di kantor pusat di Geneva. UNHCR telah bekerja di 123 negara,
dengan staff yang berbasis di 124 lokasi utama, seperti di daerah dan kantor cabang,
dan 272 sub-kantor dan kantor lapangan yang seringkali berada di daerah terpencil.
Dana yang dibutuhkan juga telah berkembang dari US$300,000 pada saat pertama
didirikan, hingga mencapai US$3.32 billion pada tahun 2011. Saat ini UNHCR
mengurus 36,4 juta orang yang diantaranya terdiri dari: 15,6 juta pengungsi internal,
10,4 juta pengungsi 2,5 juta orang ya;g kembali ke negara asalnya, 6,5 juta orang
tanpa kewarganegaraan, lebih dari 980,000 pencari suaka dan lebih dari 400,000
orang yang menjadi perhatian UNHCR lainnya. Sebuah organisasi yang awalnya
memiliki mandat bekerja tiga tahun untuk menangani permasalahan pengungsi namun
telah merayakan hari jadi-nya yang ke-60 pada 14 Desember 2010, hal ini

menyadarkan bahwa kebutuhan kemanusiaan tidak akan pernah ada habisnya.**

2) Visi dan Misi UNHCR
Visi yang hendak dicapai oleh UNHCR ialah:
Melindungi dan memenuhi hak-hak dan kesejahteraan para pengungsi yang berada di

seluruh belahan dunia.

3 UNHCR, 2011. “Sejarah UNHCR” (diakses pada tanggal 09 Oktober 2014), diunduh dari
http://mm.unhcnonidﬁd/tentang-unhcr/sejamh-unhcr
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Sedangkan sesuai dengan yang telah dimandatkan oleh Majelis Umum Perserikatan

Bangsa-Bangsa atau PBB, misi UNHCR antara lain:*

a)
b)

<)

D

g

h)

Memimpin dan mengkoordinasikan aksi internasional untuk seluruh dunia.
Melakukan perlindungan pengungsi dan penyelesaian masalah pengungsi.
Berupaya memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan hak untuk
mencari suaka dan menemukan tempat perlindungan yang aman di Negara
lain, dan untuk pulang secara sukarela.

Membantu para pengungsi untuk kembali ke negara mereka sendiri atau untuk
menetap secara permanen di negara lain.

Mencari solusi yang efektif dan permanen bagi penderitaan mereka
(pengungsi).

Mengurangi situasi pengungsian paksa dengan mendorong negara dan
lembaga-lembaga lain untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi
perlindungan hak asasi manusia dan resolusi damai sengketa.

Memberikan perhatian khusus pada kebutuhan anak-anak dan berusaha untuk
mempromosikan kesetaraan hak perempuan dan anak perempuan.

Bekerja sama dalam kemitraan dengan pemerintah, organisasi regional dan
organisai internasional lainnya, melakukan komitmen untuk prinsip

partisipasi, percaya bahwa pengungsi dan orang lain yang mendapatkan

35 NHCR Global Appeal 2011 Update. “UNHCR Mission” (diakses pada tanggal 10 Oktober 2014), diunduh dari
http://www.unhcr-centraleurope.org/pdf/about-us/unhcr-mission-statemen t.htmi
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manfaat dari kegiatan organisasi harus berkonsultasi atas keputusan yang

mempengaruhi kehidupan mereka.

3) Fungsi UNHCR

Sebagai salah safu organisasi kemanusiaan yang berada dibawah naungan

PBB, yang peduli pada permasalahan pengungsi. UNHCR menjalankan fungsi-fungsi

sebagai berikut:*

a)

b)

d)

Memberikan perlindungan international pada individu maupun kelompok
yang merasa ketakutan atau terancam bahkan tersingkirkan di suatu ncgara
asalnya.

Memberikan solusi jangka panjang seperti pemulangan pengungsi secara
sukarela bila individu atau kelompok bersangkutan sudah merasa aman.
Melakukan integrasi lokal.

Penempatan di negara ketiga. Artinya UNHCR sebagai fasilitator pengungsi
tersebut untuk mendapatkan negara yang bersedia menerima mereka sesuai
dengan perundang-undangan di setiap negara.

Memperkenalkan hukum pengungsi international sehingga masyarakat dunia
juga menyadari bahwa pengungsi pun memiliki hukum yang melindunginya,

yaitu Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, Protokol 1967.

36 £arid M Akhsan, Hasil Penelitian Akhir: “Perlindungan pengungsi” (diakses pada tanggal 13 Oktober 2014),
diunduh dari http://kapita-ﬁkom-untar—915080095./2011/10/unhcr—perﬂndungun-pengungs:‘.hm
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Sedangkan pengungsi yang berada di bawah naungan atau tanggung jawab UNHCR

ialah mereka yang:*’

"

b)

d)

€)

Berada di luar negara asalnya. Karena bila masih berada di dalam negara
asalnya, ia masih terikat hukum atau menjadi otoritas negara itu. Mengingat
setiap negara memiliki kedaulatan tersendiri.

Memiliki ketakutan mendasar atau beralasan di negara asalnya.

Dianiayan bukan hanya dari segi fisik namun juga psikologis, seperti agama,
ras, kebangsaan, kelompok sosial, bahkan pendapat politik.

Negara tidak dapat dan atau tidak mau memberikan perlindungan hukum,
misalhnya karena tidak tercatat sebagai warga negaranya secara sah. Termasuk
dalam golongan rentan yaitu anak tanpa pendamping, wanita korba tindak
kekerasan, penderita cacat, serta manula.

Tidak memiliki kewarganegaraan dengan berbagai latar belakang.

4) Struktur Organisasi UNHCR

Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) diatur oleh Sidang Umum

PBB dan Economic and Social Council (ECOSOC). Komite Eksekutif UNHCR

terdiri dari 85 anggota, menyetujui program biennial UNHCR dan budget yang

menyesuaikan dengan program tersebut. Hal ini dipresentasikan oleh Komisioner

Tertingi UNHCR (saat ini dijabat oleh Antonio Guterres), yang ditunjuk oleh Sidang

Umum PBB. Setiap tahun, Komisioner Tinggi melaporkan kinjerja UNHCR kepada

3 Muh Fathun Nuha, Hasil Penelitian Akhir: “Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Etnis
Rohingya di Indonesia”. (diakses pada tanggal 10 Oktober 2014), diunduh dari thesis.umy.ac.id
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ECOSOC dan Sidang Umum PBB.

Sedangkan mandat UNHCR ditentukan dalam Statuta tahun 1950, yang
awalnya ditetapkan untuk periode tiga tahun. Namun pada tahun 2003, Sidang Umum
memperluas rentang waktu mandat tersebut menjadi “hingga solusi ditemukan bagi
permasalahan  pengungsi.”Sebagai ketua organisasi, Komisioner Tertinggi
bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengontrol Sistem UNHCR. Mereka
akan mengarahkan kerja UNHCR dengan bantuan Deputi Komisioner Tinggi dan
Asisten Komisioner Tinggi untuk bidang Perlmdunga& dan Operasi.®
5) Sumber Dana UNHCR

a) Sumber Dana Umum

Sumber dana UNHCR secara keseluruhan terdiri dari sumber dana umum dan
sumber dana khusus. Pendapatan UNHCR merupakan sumbangan-sumbangan dari
pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat,
dan perorangan semua itu termasuk kedalam sumber-sumber dana umum UNHCR.
Meski sebagian besar dari pendanaan dibantu oleh pemerintah, UNHCR bukan
merupakan organisasi “anggota” dengan suatu anggaran yang “dinilai”. Namun
demikian hampir semua negara, baik negara industri maupun negara berkembang
memberikan sumbangan tahunan yang secara keseluruhan merupakan kurang lebih

tiga perempat dari pemasukan UNHCR.”

38 UNHCR. “Struktur UNHCR” (diakses pada tanggal 09 Oktober 2014), diunduh dari
http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr/struktur-unher
3 Muh Fathun Nuha, Loc Cit.
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b) Sumber Dana Khusus

Qelain sumber dana umurl, perorangan dan organisasi—organisasi di seluruh
dunia juga merupakan sumber pendanaan khusus yang penting, dan bagi UNHCR
mereka merupakan nilai yang jauh lebih besar dari jumlah sumbangan yang mereka
berikan. Dukungan dana masyarakat datang dari penjualan kartu ucapan, sumbangan
perorangan, penghasilan dari peristiwa dan kegiatan amal, mulai dari konser sampal
pertandingan sepak bola atau peristiwa—peristiwa dunia, bantuan-bantuan hibah dari
orgalﬁsasi-orgaxﬁsaé.i dan lembaga-lembag atau pengumpulan dana yang dilakukan
anak-anak sekolah. Usaha-usaha pengumpulan dana seperti itu sering disponsori
Kkomite-komite nasional. UNHCR terus meningkatkan pendanaan baik dari para donor
tradisional maipun dari sumber-sumber potensial Jainnya. Walaupun sumber-sumber
keuangan sederhana sifatnya, UNHCR merupakan salah saft dari sumber-sumber
kerjasama yang paling besar datam pelayanan program-program yang bermanfaat
untuk pengungsi-pcngungsi di banyak negara.

6) Mitra Kerja UNHCR

Dalam melaksanakan tugasnya, UNHCR tentu tidaklah bekerja sendiri.
UNHCR memiliki beberapa mitra kerja dalam menjalankan tugasnya serta mencapai
misinya, yang diantaranya adalah:*

a) Negara-negara Berkembang
Kerjasama UNHCR biasanya disusun bersama dengan pemerintah negara

yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas program, baik secara {angsung atau

“0 \bid,




Yelalui organisasi yang digunakan. Dukungan yang relatif lebih besar diberikan

epada program-program yang menguntungkan bagi para pengungsi di setiap
':layah. Saluran-saluran kerjasama mencakup serangkaian departemen sektoral.
{;Jordinasi antar departemen dan pendekatan antar disiplin ilmu sungguh penting
[ulétuk keberhasilan kerjasama, karena pada tingkat pengungsi masalah yang akan
ditanggapi sering merupakan gabungan dari sejumlah faktor yang mencakup
|

kewenangan teknis dan beberapa departemen. Upaya-upaya dalam suatu sektor biasa

gagal tanpa usaha serupa oleh sektor lain. Lebih lagi, perspektif sektoral yang sempit
bisa mengimbangi kekuatan teknis dari pembuatan program dengan dukungan

nl'lasyarakat sekitar.

1'5) Komite-komite Nasional

I Komite-komite nasional untuk UNHCR, memainkan peranan yang sangat
ll'mnting dalam menciptakan suatu pengertian yang lebih mendalam tentang pekerjaan
IUNI-ICR Komite-komite yang dewasa ini berjumlah 34, yang berkepentingan dengan
iaem'ngkatan dukungan untuk UNHCR, dari segi keuangan, melalui kegiatan-kegiatan
.'!pen gumpulan dana dan penjualan kartu ucapan. Peningkatan dukungan ini juga

|
dilakukan melakukan promotif, pendidikan dan informasi.

,Ic) Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat
UNHCR selalu bekerjasama secara erat dengan sektor sukarela. Banyak dari

' lembaga swadaya masyarakat internasional, antara lain lembaga-lembaga profesional,

|

f'bantuan pembangunan, pelayanan, agama, pengusaha dan pekerja telah menjadi
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mitra-mitra kerja UNHCR, dengan menyediakan saluran-saluran untuk dukungan
promotif yang ditargetkan dengan mengumpulkan dana secara langsung melibatkan
diri dalam program. Hubungan pada tingkat global atau dunia meningkatkan, dan
pada gilirannya dibantu oleh interaksi dalam bidang yang mengusahakan tujuan

bersama.

d) Badan-badan PBB

Penyusunan program UNHCR yang sifatnya antar-disiplin ilmu ini
menghendaki kerjasama dalam sistem PBB, sama halnya seperti apa yang dihendaki
dalam koordinasi antar departemen di suatu pemerintahan. Kerjasama yang dilakukan
tersebut seperti pertukaran keahlian tingkat negara sampai pertukaran-pertukaran
kebijaksanaan dan pengalaman yang sistematis. Pertukaran-pertukaran ini terjadi
melalui mekanisme Komite Administrasi untuk Koordinasi (ACC), dan melalui
konsultasi-konsultasi antar sekretariat secara berkala. Pertemuan-pertemuan tersebut
dilakukan secara teratur, misalnya dengan Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO),
Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Program Pangan Sedunia (WFP). Badan
badan itu juga membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dalam Komite
Konsultasi mengenai Program dan Kebijaksanaan untuk nasib para pengungsi. UNCR
tidak meniru pelayanan-pelayanan yang tersedia dari badan-badan khusus PBB

tersebut, tetapi lebih kepada memanfaatkan nasihat teknis yang mereka berikan.
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. UNHCR dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah
Konflik Republik Demokratik Kongo

Aksi kemanusiaan kerap kali dilakukan apabila suatu negara dianggap gagal
untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan dan melindungi warga negaranya
yang sebagian besar berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, dan apabila
pelanggaran HAM berasal dari pemerintah yang berwenang atau dari adanya perang
idan konflik internal maka tanggung jawab negara pada akhirnya akan dialihkan

| menjadi tanggung jawab intemasional dengan bantuan dari pihak luar negara seperti

' yang tertera dalam konsep responsibility to protect PBB (The International Comission

. on Intervention and State Sovereignty 2001).*'

Dengan dasar ini UNHCR kemudian memulai misi kemanusiaannya di

' wilayah konflik Republik Demokratik Kongo. Sebenamya fokus UNHCR pada awal

. kedatangannya di Republik Demokratik Kongo, yaitu pada tahun 1960an, hanyalah

pada mereka yang tidak punya tempat untuk beristirahat ataupun berlindung dari aksi
kekerasan yang marak terjadi, sehingga apa yang dilakukan oleh UNHCR hanyalah
sebatas berusaha untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dasar serta memastikan
tempat pengungsian bagi para pengungsi yang kemudian biasa disebut dengan kamp.
Namun kenyataan bahwa meskipun UNHCR telah berupaya menempatkan
para pengungsi di kamp-kamp pengungsian, keamanan pengungsi masih belum dapat
tercapai seutuhnya. Serangan dari pemberontak masih saja kerap terjadi bahkan

berdasarkan laporan BBC, dinyatakan bahwa sekitar 40 wanita yang berada di kamp-

¥ Op cit. Hal: 4.
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kamp pengungsian masih diperkosa setiap harinya, dan yang melakukan aksi
pemerkosaan tersebut justru anggota pasukan penjaga perdamaian yang seharusnya
melindungi mereka.*

Kenyataan miris inilah yang kemudian memicu perhatian lebih lembaga
utusan khusus urusan pengungsi PBB (UNHCR) untuk segera berfokus Qan
mengintensifkan diri dalam hal menanggulangi kasus kekerasan seksual di Republik
Demokratik Kongo. Bersama dengan lembaga PBB lainnya yang tergabung dalam
kampanye khusus PBB UNIiTE (Unite Nations Secretary-General’s Campaign to End
Violence Against Women) di tahun 2008, UNHCR mulai membentuk sebuah target
baru yang tidak hanya sekedar menyediakan bantuan kemanusiaaan dasar dan tempat
bagi para pengungsi tetapi juga untuk mengurangi kasus kekerasan seksual dan
membentuk lingkungan yang lebih aman khususnya bagi perempuan dan anak-anak
di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo, seclain itu UNHCR juga
menargetkan agar para korban kasus pemerkosaan dapat memiliki akses yang cukup
bagi layanan kesehatan dan psikologis.

Guna mencapai target-target barunya tersebut, UNHCR kemudian berfokus
dalam menjalankan fungsi serta perannya sebagai sebuah Organisasi Internasional
dengan baik dan benar, hal ini dilakukan agar tujuan atau target UNHCR dapat
terwujud dan tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi tersebut

diantaranya:

2 |bid. Hal: 75.
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1) Informative Functions

Sesuai dengan fungsi Organisasi Internasional yang pertama ini, yaitu sebagai

wadah informasi. UNHCR berupaya mewujudkannya dengan:

a) Menunjuk salah satu aktis Hollywood yaitu Angelina Jolic sebagai duta
UNHCR. Ini merupakan bentuk pendekatan persuasif yang dilakukan oleh
UNHCR.*® Hal ini dilakukan agar UNHCR lebih mudah dalam
mengkampanyekan isu kekerasan seksual di wilayah-wilayah konflik terhadap
masyarakat sekitar. Pendekatan persuasif tersebut juga kembali dibuktikan
dengan metode kampanye yang digunakan oleh UNHCR, yaitu melalui sebuah
seminar, siaran radio, kegiatan sekolah dan klub pemuda ataupun dengan
sebuah pertunjukkan. Pertunjukkan tersebut kemudian terbagi lagi menjadi dua
jenis, pertunjukkan drama dan pertunjukkan tari, dengan beranggotakan 70
penari dan musisi yang berasal dari berbagai daerah di negara tersebut, UNHCR
telah berhasil membuat sebuah pertunjukkan guna mengkampanyekan aksi
dalam melawan kekerasan seksual.*

b) Selain mengkampanyekan isu kekerasan seksual di wilayah konflik terhadap
masyarakat, bersama dengan dutanya, UNHCR juga melakukan identifikasi
korban, menentukan berapa banyak kasus yang telah terjadi dan melakukan

analisa. Hal ini dilakukan untuk mempermudah UNHCR dalam membentuk

*3 Ans, {12-05-2013). “Angelina Jolie: Stop Kekerasan Seksual dalam Konflik Militer”, (diakses pada tanggal 03

Otober 2014) diunduh dari http:www.liputané.com/cdc955v/0%!
* UNHCR, (29-11-2010). “16 Days of Activism: Cultural group marks annual campaign with dance and drama”

(diakses pada tanggal 14 Cktober 2014), diunduh dari http.//www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/search?page=search&docid=4cf3c3699&query=unhcr¥20sexual%20violence%20republic%20democ

ratic%200f%20the%20congo

59



sebuah program kerja dan mewujudkan tujan UNHCR sebagai wadah informasi
bagi masyarakat sekitar.

c) Guna mewujudkan fungsi nya sebagai wadah informasi bagi masyarakat
setempat, UNHCR pada Juli 2009 juga mulai mengadakan Cinema Mobile Tour
di beberapa kota di Republik Demokratik Kongo. Dengan memutarkan film
yang berjudul “Breaking The Silent” yang di produksi oleh IF Production dari
Belanda, UNHCR berhasil menjadikan gambar bergerak tersebut sebagai alat
yang sangat tepat untuk mengatasi tabu dan kebingungan umum seputar definisi

kekerasan seksual pada masyarakat sekitar.*’

2) Normative Functions

Fungsi normative ini meliputi pernyataan atau pendeklarasian suatu norma
standar. Namun fungsi ini tidak memasukkan instrument yang terlibat terikat secara
hukum, hanya sebatas pernyataan-pernyataan guna mempengaruhi lingkungan
domestik ataupun internasional. Dalam upaya guna mewujudkan fungsi ini, UNHCR
melalui pemimpinnya Antonio Guiteres, telah mendeklarasikan komitmen nyata
pihaknya untuk melawan dan mengakhiri berbagai aksi kekerasan seksual di wilayah
konflik seluruh dunia, termasuk didalamnya Republik Demokratik Kongo. UNHCR
juga menambahkan dalam deklarasinya tersebut, bahwa aksi kekerasan seksual

terhadap perempuan di wilayah konflik atau zona perang, khususnya di Republik

“ UNHCR, (29-07-2009). “UNHCR uses cinema to spread awareness of sexual violence” {diakses pada tanggal 14

Oktober 2014), diunduh dari
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/search?page=search&docid=4a71cbc79&query=UNHCR%20sexual%20vio

lence%20congo
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Demokratik Kongo, merupakan sebuah kejahatan besar yang telah dibiarkan terjadi di
jaman modem ini. UNHCR menegaskan bahwa bantuan dunia sangat diperlukan
untuk menemukan solusi yang efektif. ** Lebih lanjut UNHCR merencanakan untuk
mengadakan konferensi tingkat tinggi, hal ini nantinya diharapkan dapat terus
meningkatkan perhatian serta kesadaran masyarakat internasional akan aksi-aksi

kekerasan seksual di wilayah konflik.

3) Rule-creating Functions

Fungsi ini berkaitan erat dengan peranan Organisasi Internasional untuk
mengupayakan agar sebuah perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani serta
diratifisir dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat. Ataupun terkait dengan fungsi
Organisasi Internasional untuk membentuk dan menciptakan sebuah peraturan atau
penjanjian baru.

UNHCR guna mewujudkan fungsi ini, dalam perlindungan secara umum
terhadap pengungsi beracuan pada Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951
(The 1961 Convention on the Reduction of Stateless Persons ) dan Protokol Tahun
1967. Namun dalam kasus kekerasan scksual terhadap perempuan selama ini
UNHCR hanya beracuan pada perlindungan secara khusus bagi pengungsi kelompok
perempuan, yang diatur dalam Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk

diskriminasi terhadap wanita 1979 (CEDAW). Konvensi ini menjelaskan bahwa

% UNHCR (26-11-2012). “UNHCR menandai 16 Hari Aktivisme melawan Kekerasan Seksual” (diakses pada tanggal
14 Oktober 2014), diunduh dari http://www.unhcr.org/50b36da39.htm!
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kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual, fisik, dan psikologis,
meliputi:

1. Di dalam keluarga: pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak, mutilasi alat
kelamin perempuan dan pemerkosaan

2. Di dalam masyarakat: pelecahan seksual, pelecehan seksual sekaligus
intimidasi, perdagangan manusia dan pelacuran paksa ‘

3. Negara: dalam hal berkaitan dengan negara contohnya yaitu buruknya
rancangan dan penegakkan hukum untuié aksi kekerasan terhadap perempuan,
agen penegak hukum yang melanggar hukum, kurangnya fasilitas dan
pendidikan untuk pencegahan dan pengobatan perempuan korban kekerasan,
sanksi dan penguatan gender yang tidak setara. Selain itu ketidakpedulian
negara dan penelantaran dalam memberikan serta menciptakan peluang bagi
perempuan dalam haknya untuk bekerja, berpartisipasi, pendidikan, dan akses
ke layanan sosial.

Namun pada kenyataan nya, meskipun UNHCR telah mengupayakan
penerapan hukum yang menyangkut kesetaraan gender tersebut, mercka yang
menjadi konsen UNHCR yaitu pengungsi tetapi masih berada di dalam wilayah
negaranya atau IDP’s (Internally Displaced Person’), tidak memiliki keterikatan
Kkhusus atas standart hukum intemasional.”’ Sehingga sangat sulit bagi UNHCR jika

hanya berpedoman pada Konvensi CEDAW untuk mewujudkan fungsi ini.

*7 Komnas Perempuan. “Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilakukan selama Berlangsungnya Konflik
Bersenjata (1997-2000)". Hal: 40, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2014), diunduh dari kemnasperempuan.or.id
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4) Rule-supervisory Functions

Fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi sebuah Organisasi Internasional dalam
melakukan pengawasan serta pemantauan atas pelaksanaan sebuah peraturan, dimana
‘} dalam hal ini sebuah Organisasi Internasional dapat menetapkan langkah-langkah
' penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan. Hal ini dilakukan guna menjamin
. penegakkan berlakunya sebuah peraturan, dan upaya UNHCR untuk mewujudkan
I fungsi ini ialah dengan melakukan pemantauan-pemantauan serta pelaporan berbagai
kasus keke-r‘asan seksual di beberapa kota di Republik Demokratik Kongo.
; Pemantauan serta pelaporan yang dilakukan oleh UNHCR ini masih
' berdasarkan kepada perlindungan secara khusus yang ditujukan bagi pengungsi
E kelompok khusus yakni pengungsi perempuan dan pengungsi anak-anak yang diatur
| dalam Konvensi hak anak-anak dan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap wanita 1979 (CEDAW).*

I Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh UNHCR tersebut, UNHCR kerap
I‘|kali mendapati bahwa pengungsi perempuan seringkali tidak mendapatkan hak-
Ehaknya sebagai seorang pengungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3
:.Konvensi 1951 dan Protokol 1967 seperti hak keselamatan, keamanan, hak untuk
hidup, serta masih adanya diskriminasi terlebih kepada pengungsi wanita yang
!Imelanggar Pasal 1, Pasal 6, Pasal 12 CEDAW. Sehingga UNHCR selalu

mengupayakan untuk membawa kasus-kasus tersebut ke pengadilan lokal setempat.

Im merupakan bentuk upaya nyata UNHCR guna mewujudkan fungsi ini.

“® Ibid. Hal: 4.
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5) Operational Functions

Fungsi ini meliputi penggunaan sumber daya di dalam sebuah Organisasi
Internasional tersebut. Seperti pendanaan, pengoperasian sub organisasi ataupun
penyebaran operasi militer. Guna mendukung agar fungsi ini dapat terwujud,
UNHCR melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a) Dengan menerjunkan 400 staff-nya, UNHCR berupaya memberikan
perlindungan dan bantuan berkelanjutan kepada ratusan ribu pengungsi,
khususnya perempuan di berbagai daerah atau kota, termasuk didalamnya
Kinshasha sebagai wilayah khusus di Republik Demokratik Kongo.*

b) UNHCR juga mempromosikan kompor hemat bahan bakar dan penggunaan
bahan bakar alternatif untuk kayu bakar, dengan mengajarkan cara untuk
membuat briket bahan bakar dari serbuk gergaji dan kertas. Hal ini dilakukan
dalam upaya untuk mengurangi terjadinya aksi kekerasan seksual terhadap
perempuan yang marak terjadi ketika mereka sedang pergi keluar untuk mencari
kayu.*

¢) Hal lain yang dilakukan oleh UNHCR guna mewujudkan fungsi ini juga ialah
dengan menerjunkan staf dan ahlinya untuk bekerjasama dengan International
Organization for Migration serta mitra lainnya, meningkatkan area atau tempat
pengungsian menjadi sekitar 9 hektar lebih di wilayah Goma. Hal ini bertujuan

untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi para

S UNHCR. "DRC Mengalami Krisis Terburuk di Dunia” (diakses pada tanggal 14 Oktober 2014}, diunduh dari
g’ ttp://www.unrefugees.org.ou/emergencies/current-emergencies/drc-%28congo%29-crisis
Ibid.
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perempuan ataupun anak-anak yang masih banyak mengungsi di sekolah-sekolah

atau gereja-gereja sekitar (IDP’s).

: d) Selain itu UNHCR juga menciptakan pusat-pusat komunitas dan melatih tokoh-

tokoh diantara populasi pengungsi yang dianggap mampu untuk membantu
UNHCR dalam mengidentifikasi masalah kekerasan seksual dan merujuk untuk

melakukan perawatan kesehatan dan dukungan psiko-sosial.”’

Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan
HIV/AIDS sebagai wujud dukungan bagi korban aksi kekerasan seksual juga -
menjadi salah satu upaya UNHCR sejak tahun 2009, guna mewujudkan fungsi
operasional nya ini. Bersama dengan Dr. Mukuna Ghislain dari Oxfam Quebec,
UNHCR terus berupaya mempromosikan penggunaan kondom, cara atau teknik
transfusi darah yang aman, pengobatan penyakit menular seksual dan
pencegahan penularan dari ibu ke anak, juga menyediakan tes sukarela dalam
kasus HIV/AIDS.*

Yang terakhir ialah, sejak tahun 2012, UNHCR rutin memberikan atau
menjalankan kursus bagi petugas-petugas polisi yang dikerahkan di kamp-kamp
pengungsian.” Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali aksi

kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian. Karena

! UNHCR (30-07-2013). “Sexual violence on the rise in DRC's North Kivu”, {diakses pada tanggal 14 Oktober
2014) diunduh dari http://www.unhcr.org/51f7ae846.html

fz UNHCR. “Programme seeks to address all aspects of HIV infection In eastern Congo”, {diakses pada tanggal 14
lOktober 2014), diunduh dari http://www.unhcr.org/cgi-

gln/texwx/search Ppage=search&docid=4¢3c90d39&query=democratic%20republic?%200f%20the%20congo

7 Ibid.
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seperti yang telah diketahui bahwa dari 705 kasus yang pernah ada, 434 kasus

nya justru dilakukan oleh pasukan-pasukan bersenjata.

C. Kegagalan UNHCR dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual di Wilayah

Konflik Republik Demokratik Kongo
Sebuah Organisasi Internasional yang baik, tentulah harus dapat menjalankan

fungsi-fungsi serta perannya sesuai dengan tujuan pendirian dari Organisasi
Internasional tersebut. Namun pada kenyataannya, tidak semua Organisasi
Internasional dapat menjalankan fungsi-fungsi serta perannya dalam sebuah misi-misi
tertentunya. Sehingga kemudian apa yang menjadi tujuan mereka dalam misi
tersebut, tidak dapat tercapai atau bahkan menjadi gagal. Hal inilah yang juga dialami
oleh UNHCR sebagai sebuah Organisasi Internasional. Dalam misi khususnya di
wilayah konflik Republik Demokratik Kongo, yaitu guna menanggulangi kasus
kekerasan seksual di wilayah konflik negara tersebut, UNHCR sebenarnya belum
dapat menjalankan dengan baik dan benar beberapa fungsi dasarnya sebagai sebuah
Organisasi Internasional. Dari kelima fungsi yang seharusnya dapat dijalankan dan
diwujudkan oleh UNHCR, UNHCR hanya dapat menjalankan dan benar-benar
mewujudkan dua fungsi, diantaranya informative functions dan normative functions.
Sedangkan ketiga fungsi lainnya yaitu rule-creating functions, rule-supervisory
functions serta operational functions, meskipun UNHCR telah berupaya
mewujudkannya seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, namun pada
kenyataannya, UNHCR tetap belum dapat mewujudkan nya secara utuh, karena

berbagai alasan dan hambatan.
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